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ABSTRAK:                -   bahwa sesuai ketentuan Pasal 2ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah 
kabupaten/kota; 

                                           - bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak ditetapkan denganPeraturan 
Daerah atau Qanun;  

 

DASAR HUKUM:    -    Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1956 tentang PembentukanDaerah Otonom 

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4740); Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); Peraturan Pemerintah Nomor 
135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); Peraturan 
Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang 
dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161); Peraturan 
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
Qanun ini  Mengatur tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Benr Meriah 
 
1. Ketentuan Umum 
2. Nama, Objek dan Subjek 
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak 
4. Wilayah Pemungutan 
5. Pendataan 
6. Penetapan 
7. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang 



8. Tata Cara Pembayaran dan Penelitian 
9. Tata Cara Penagihan 
10. Kadaluwarsa Penagihan 
11. Keberatan, Banding dan Gugatan 
12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak 
13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau 

Pengurangan Sanksi Administrasi 
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
15. Hak Mendahulu 
16. Pemeriksaan dan Pengawasan 
17. Insentif Pemungutan 
18. Ketentuan Khusus 
19. Sanksi 
20. Penyidikan 
21. Ketentuan Penutup  
 

 STATUS: -  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  

-  Diundangkan pada tanggal 10 September 2013 


